YANG MAHA ESA

gkat pertama, dalam
perkara cerai gugat

a Islam, pendidikan
Tangga, bertempat
, Kecamatan Lemito,

ggugat;
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01 Mei 1998, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat

g0, sebagai Tergugat;

PeRgacilan Agam sEout;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 27 Februari 2024, dengan
register perkara nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemito, sebagaimana
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dan anggota keluarga lainnya Tergugat marah, meskipun Penggugat
sudah menjelaskan semuanya Tergugat tetap marah;

4. Bahwa puncaknya pada Bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran
masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggarasi Tengah,
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin
dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat
kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah, sehingga kebutuhan sehari-
hari di tanggung oleh orang tua Penggugat;
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algligat (XXXX) terhadap

g0 <
wﬂkmamx‘!‘)*

5 , dflran yang berlaku;

On putusan yang seadil-adilnya (ex

dang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sesuai dengan relaas nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 08 Maret
2024 & 20 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
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ggil secara resmi dan patut,
p&nbacakan surat gugatan

an oleh Penggugat;

Agama Kecamatan
di-nazegelen, telah
ukti P;

saksi yang masing-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di
rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Wonggarasi
Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan sejak tahun 2021
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar cekcok mulut;
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ihat karena Tergugat sering
mabuk, Tergugat sering

alasan yang jelas dan

elah berpisah tempat

enggugat kabur dari

df'sama dengan orang

dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di
rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Wonggarasi
Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
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enerus;

ggugat dan Tergugat

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup

lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap
sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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gugatan Penggugat adalah

enghadap sendiri di

datang menghadap
menghadap sebagai
Panggilan (relaas)
gat telah dipanggil
wa tidak datangnya

LN
TS

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini

adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan
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Pemerintah Nomor 9
ebut, Tergugat tidak
at tidak pernah hadir
anggil dengan resmi
ebenaran dari dalil-
un demikian, Hakim
gat untuk membuktikan
Ip untuk menegakkan
Al justice) serta untuk
cerai (agreement to
telah mempertimbangkan
1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo.

tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya

dengan alat-alat bukti yang sabh;
Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,

dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.
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| kekuatan pembuktian yang
gugat dan Tergugat telah
, dicatatkan oleh Pegawai
N Lemito, Kabupaten
eduanya masih dalam

hadirkan dua orang
dan telah memberikan
sebagaimana yang
Derhatikan ketentuan

ebut dapat diterima

gugatan  Penggugat

Hakim menemukan fakta

adalah suami istri sah yang
en telah dikaruniai satu orang anak;
@lgat terakhir hidup bersama di rumah
beralamat di Desa Wonggarasi Tengah,
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

¢ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras
hingga mabuk, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa ada
alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul kepada Penggugat;

¢ Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan Juni 2022, serta
tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

e Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil;
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Renggugat dalam petitum
sebagai berikut:

-Undang No. 1 Tahun
elakukan perceraian
dapat hidup rukun
dan tidak berhasil
Pasal 19 huruf (f)
6 huruf (f) Kompilasi
eraian yaitu adanya
suami istri dan tidak

Wi SEligifan dan pertengkaran dalam rumah tangga,

adaan perkawinan a quo apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal akan
mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi
terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan
Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik
lainnya yang mencerminkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara
Penggugat dan Tergugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran juga dapat
dinilai atau dilihat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk
non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan
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antara satu sama lain, yang
Tergugat menjadi tidak
a komunikasi yang sehat,

bk lagi hidup bersama
medulikan dan sudah
pagaimana layaknya
bndisi ini merupakan
, karena salah satu

sah dan menghindar

‘/\_/43. ‘
‘ M’ \ ah Agung RI Nomor 379
ahwa dengan keluarnya salah
adi tempat tinggal bersama dan
3 R membuktikan bahwa telah terjadi
3 kedua belah pihak, serta Yurisprudensi
0 --:«-u‘ K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut
menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak
saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan
pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai
dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah
dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari
Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa
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sulit untuk dirukunkan
§winan sebagaimana
Tahun 1974 tentang
salah satu pihak (in
k mempertahankan
sfidah dapat dikatakan
Allftangga yang sakinah,

[-Qur'an surat Ar-Rum

atan halal yang paling
keluarga sudah sebegitu

Hakim:

15] $e 0l oladl o callai Ol azg 3l Ol

axo glloians uol lgs o) Llual cacol
Loglliol 6 uiunll olg>

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia

mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan
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(Woyatul Marom yang diambil

I sls

ap suaminya, maka

LQ-A-II SJ.)

daripada  menarik

=51 L K

LLgas o3| < 5L

-

tingga yang keburukannya lebih besar dengan melakukan
yang keburukannya lebih ringan.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera
diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi
terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan
firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

w - w (W w € » _ .
alll IS5 asicn o2 MS &l %2 18385 05

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada
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Pasal 19 huruf (f)
16 huruf (f) Kompilasi

rgugat patut untuk
Tergugat terhadap

ini termasuk bidang
ayat (1) Undang-Undang
/N
ALY ot s s ‘ dengan Undang-Undang
SMMAY~
2006 {gmor 50 Tahun 2009 tentang

aturan perundang-undangan yang

aan dengan perkara ini;

Amar Putusa
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXX terhadap
Penggugat XXXX;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup
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Majelis Hakim Pengadilan
t 2024 Masehi bertepatan
hayati Mohamad, S.Ag.,
H.l., M.H. dan Ahmad
gota, putusan tersebut
k umum oleh Ketua
pingi oleh Ridwan
engan dihadiri oleh

lakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 720.000,00
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